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ABSTRACT
The purpose of this research is to examine the impact of General Allocation Fund toward Regional Financial Independence, Local Tax Effort in district/city, and capital expenditure at East Java Province. General Allocation Fund is proportion fund from central governance to smooth the district’s finance capability. This research use simple linier regression into three models. Dependent variables are Regional Financial Independence, Local Tax Effort, and capital expenditure, the independent variable is General Allocation Fund. The result of this research are General Allocation Fund has a negative impact to the Regional Financial Independence and also General Allocation Fund has negative impact to the local tax effort. Then, General Allocation Fund has no impact to the capital expenditure.
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PENDAHULUAN
Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah kemandirian daerah, kemandirian daerah di sini juga dimaksudkan kemandirian dalam bidang keuangan. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007: 232).
Awal dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sejak diberlakukannya Undang-undang No.32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.33 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui daerah ini diharapakn tiap-tiap daerah di Indonesia mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi (peningkatan kesejahteraan masyarakat), sehingga daerah mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. 
Penyerahan kewenangan daerah juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat, hal ini sesuai dengan asas money fellow function. Sesuai dengan asas money fellow function tersebut, maka daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusan pemerintahannya sendiri karena sumber-sumber pembiayaan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Apabila mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita kemandirian daerah dapat direalisasikan. Sumber-sumber pembiayaan yang diserahkan kepada daerah itu nantinya akan dimanifestasikan lewat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat. Muliana (2009) menyatakan bahwa PAD inilah sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Struktur PAD yang kuat juga menunjukkan daerah memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat sehingga dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia bukanlah perkara mudah, selain demografi dan sumber daya yang berbeda di tiap daerah, ada satu hal lagi yang harus dihadapi, yaitu adanya disparitas (kesenjangan) fiskal dan perbedaan kemampuan investasi antar daerah. Memberikan bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah, salah satunya pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan kebijakan yang dipilih pemerintah pusat untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan perbedaan kemampuan investasi. Pemberian DAU ini diharapkan benar-benar dapat mengurangi kesenjangan-kesenjangan yang ada tersebut, sehingga daerah mempunyai tingkat kesiapan yang relatif sama terutama dalam hal keuangan dalam mengimplementasikan otonomi daerah.
Berdasarkan data yang ada, dana perimbangan meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sesuai dengan grafik dari laporan realisasi Dana Alokasi Umum tahun 2008 sampai tahun 2012 yang ditunjukkan kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang tergabung dalam Satuan Wilayah Pembangunan 1 yaitu kabupaten Gresik, kabupaten Bangkalan, kabupaten Lamongan, kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya (Gerbang Kerta Susila). Gambar 1 menunjukkan bahwa realisasi DAU meningkat pada tahun 2010 dan tahun 2012 di kabupaten-kabupaten yang tergabung dalam Satuan Wilayah Pembangunan 1 Provinsi Jawa Timur.
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Gambar 1. Laporan Realisasi Dana Alokasi Umum tahun
2008-2012
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 Penerimaan DAU dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tetapi di sisi lain tidak diikuti oleh peningkatan upaya pajak. Hal ini tidak sesuai dengan harapan bahwa pemberian DAU untuk mengatasi disparitas fiskal horizontal dan perbedaaan kemampuan investasi. Pemberian DAU yang seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian daerah, justru direspon berbeda oleh daerah. Daerah pada akhirnya tidak menjadi lebih mandiri, bahkan semakin bergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat. Berdasarkan pemikiran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, tax effort (upaya pajak) dan belanja modal.
KAJIAN PUSTAKA
Otonomi Daerah

       Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5. “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sesuai penjelasan undang-undang, dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang fiskal kepada daerah yang meliputi, (1) Self financing atau cost recovery dalam pelayanan publik dalam bentuk retribusi daerah; (2) Cofinancing atau coproduction yaitu pengguna jasa publik berpartisipasi dalam bentuk kontribusi kerjasama atau pembayaran jasa; (3) Transfer dari pusat ke daerah terutama yang berasal dari sumbangan umum, sumbangan khusus, sumbangan darurat serta bagi hasil pajak dan non pajak; (4) Kebebasan daerah untuk melakukan pinjaman.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Bastian (2006: 189) menyatakan bahwa APBD merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik. Kemudian Saragih (2003: 122), menyatakan APBD adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut APBD merupakan suatu rencana daerah dalam hal penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan daerah dalam satu tahun anggaran daerah tersebut.

Unsur-unsur APBD menurut Halim (2004: 15-16) adalah sebagai berikut:

a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci,

b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan,

c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka,

d. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.
Dana Alokasi Umum (DAU) 

Berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan pengertian bahwa: DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sehingga, DAU merupakan dana yang didapat oleh pemerintah daerah dari APBN, guna mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Kuncoro (2004: 30) menyatakan bahwa tujuan penting dari DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan keuangan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, demografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di tiap-tiap daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah
Adanya perbedaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, maka akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan dalam tabel berikut:
Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

	Kemampuan Keuangan
	Kemandirian (%)
	Pola Hubungan

	Rendah sekali

Rendah

Sedang 

Tinggi
	0% - 25%

25% - 50%

50% - 75%

75% - 100%
	Instruktif 

Konsultatif

Partisipatif

Delegatif 


Sumber: Halim (2002,189) 
Indikator Kemandirian Daerah
Menurut Hikmah dalam Mulyanto (2007) indikator kinerja  keuangan daerah sebagai berikut:
a. Tingkat kemandirian keuangan daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Muliana, 2009). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam hal pembiayaan dan juga timbal balik kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu pendapatan daerah. Pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan dalam hal kegiatan pemerintahan, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan pelayanan publik.
b. Kebutuhan fiskal

Kebutuhan fiskal ini dapat diartikan sebagai biaya pemeliharaan prasaran sosial ekonomi seperti angkutan dan komunikasi, lembaga pendidikan dan kesehatan. Variabel-variabel kebutuhan daerah (fiscal need) dibagi atas variabel kependudukan dan variabel kewilayahan. Variabel kependudukan meliputi jumlah penduduk dan indeks kemiskinan relatif (proksi: proverty gap). Sementara itu untuk variabel kewilayahan meliputi luas wilayah dan indeks kemahalan harga bangunan.
c. Kapasitas fiskal

Kapasitas fiskal adalah sejumlah pajak yang seharusnya mampu dikumpulkan dari dasar pajak (tax base). Kapasitas fiskal berupa pendapatan per kapita yang merupakan suatu komponen yang masuk di dalam formula penghitungan DAU.
d. Upaya pajak (tax effort)

Mulyanto (2007) menyatakan bahwa upaya pajak atau tax effort adalah jumlah pajak yang sunguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak disuatu daerah. Sehingga, upaya pajak dapat diartikan sebagai kemampuan suatu daerah dalam mengumpulkan pajak dari sumber pajak yang dimiliki oleh daerah tersebut dalam satu periode waktu. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah produk domestik regional bruto (PDRB). Jika PDRB suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar (ability to pay) pajak juga akan meningkat.
Belanja Modal
Mardiasmo (2009: 67) menyatakan bahwa belanja modal yaitu pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, “Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum”. Sehingga belanja modal dapat diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga menambah kekayaan atau aset yang masa manfaatnya melebihi satu tahun, kemudian mengakibatkan bertambahnya biaya yang bersifat rutin untuk biaya pemeliharaan.
Penelitian Terdahulu

1. Arwati dan Novita (2013) meneliti mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini adalah secara parsial variabel dependen yang digunakan dalam model menyimpulkan bahwa hanya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pertumbuhan ekonomi serta Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal. 

2. Muliana (2009) meneliti tentang pengaruh rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh simultan dan signifikasn terhadap kemandirian daerah.
3. Sarug dan Sagbas (2008) meneliti tentang dampak pembedahan flypaper serta dampak subtitusi dan stimulasi pada upaya pajak daerah di Turki. Penelitian yang dilakukan pada provinsi berpendapatan tinggi di Turki menunjukkan bahwa pemberian transfer pemerintah memberikan stimulus untuk meningkatkan upaya pajak daerah.

4. Adi (2008) meneliti tentang relevansi transfer pemerintah pusat dengan upaya pajak daerah (tax Effort), hasil penelitian adalah DAU tidak memberikan pengaruh terhadap upaya pajak daerah.
5. Darwanto dan Yulia (2007) meneliti tenang pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa n bahwa secara simulatan variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal, kemudian secara parsial pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD

6. Kuncoro (2004) meneliti pengaruh transfer antar pemerintah pada kinerja fiskal pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi transfer diikuti dengan penggalian PAD yang lebih tinggi, memberikan kesan pemerintah berlebihan terhadap dana transfer.
7. Sivagnanam dan Naganathan (1999) melalukan penelitian dengan judul Federal Transfer And the Tax efforts Of The States in India dan penelitian ini menunjukkan variabel independen (per capita Finance Commission transfers (PFC), percapita plan grants (PPG), per capita non-plan grants (PNPG) dan percapita State domestic product (PCSDP)) berpengaruh negatif terhadap tax effort. 
Hipotesis Penelitian

H1: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keungan Daerah.
H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Upaya Pajak
H3: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal
METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian
       Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2009: 8). Penelitian ini akan menguji pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah DAU, sedangkan untuk variabel terikat dari penelitian ini adalah tingkat kemandirian keuangan daerah, upaya pajak dan lokasi belanja modal.
Populasi dan Sampel

Pada penelitian pengaruh dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah,upaya pajak dan lokasi belanja modal, populasi yang digunakan adalah Provinsi Jawa Timur, dengan sampel yang dipilih adalah kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang tergabung dalam Satuan Wilayah Pembangunan 1 yaitu kabupaten Gresik, kabupaten Bangkalan, kabupaten Lamongan, kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya (Gerbang Kerta Susila).
Metode Analisis
       Teknik analisis data ini menggunakan regresi linier sederhana. Analisis regresi sederhana  dilakukan untuk menganalisis kekuatan hubungan antara satu variabel bebas (X) terhadap satu variabel terikat (Y). Dalam analisis regresi ini, selain mengukur keeratan hubungan antara dua variabel, juga mnunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen (Ghozali, 2009: 86). Penelitian ini akan ada tiga analisis regresi sederhana yang menguji pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah, upaya pajak, dan belanja modal.
       Model pertama untuk menguji pengaruh dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

TK i = β0 + β1DAUi + μ i
Keterangan :

TKi
= Tingkat Kemandiriaan Keuangan Daerah. 

DAUi
= Dana Alokasi Umum

β (0,1)
= parameter.

μi
= error term.
       Model untuk menghitung pengaruh dana alokasi umum terhadap upaya pajak adalah sebagai berikut :


TE i = β0 + β1DAUi + μ i
Keterangan :

TEi
= Tax Effort (upaya pajak daerah)

DAUi
= Dana Alokasi Umum

β (0,1,)
= parameter.

μi 
= error term.
       Model selanjutnya untuk menghitung pengaruh dana alokasi umum terhadap alokasi belanja modal adalah sebagai berikut :


ABM i = β0 + β1DAUi + μ i
Keterangan :

ABMi
= Belanja Modal
DAUi
= Dana Alokasi Umum

β (0,1,)
= parameter.

μi 
= error term.
Definisi Operasional

Tingkat kemandirian keuangan daerah
       Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah dihitung dengan membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi total Pendapatan Daerah atau secara formula sebagai berikut:

Kemandirian Daerah = [image: image3.png]Total Pendapatan Dasrah



X 100%
Tax effort (upaya pajak)
       Upaya pajak adalah rasio total penerimaan daerah sendiri (Pendapatan asli daerah ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak) secara nyata diperoleh dari sumber penerimaan daerah dan dibandingkan dengan potensi penerimaan daerah yang memungkinkan untuk dikumpulkan. Upaya pajak diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah dengan potensi pajak. Upaya pajak diformulasikan sebagai berikut: 


Upaya Pajak = [image: image5.png]Realisasi Penerimaan Pajak
PDRB



 x 100

Alokasi belanja modal
       Alokasi belanja modal merupakan besarnya dana anggaran yang dialokasikan untuk memperoleh aset tetap yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun. Alokasi beanja modal diformulasikan dengan:

[image: image6.png]Belanja Modal
Total Belanja

Alokasi Belanja Modal x 100%




Dana alokasi umum
       DAU termasuk dalam Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diformulasikan sebagai berikut: 
Dana alokasi umum = [image: image8.png]Realizasi DAU
Realisasi Total Pendapatan daersh



 x 100%
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 2. Statistik Deskriptif
	Rasio
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	KKD
	30
	4.5269
	50.1861
	16.996777
	12.3650369

	TE
	30
	0.0709
	0.9459
	0.354810
	0.2462370

	ABM
	30
	10.0388
	36.5496
	18.547450
	6.3095626

	DAU
	30
	18.0701
	90.0358
	50.552680
	15.8609117


Sumber: Output SPSS, diolah peneliti 

       Tabel 2. menunjukkan bahwa Variabel dependen yang pertama adalah tingkat kemandirian keuangan daerah. Nilai rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah adalah 16,9 dengan nilai minimum 4,52 dan nilai maksimum 50,18. Kabupaten atau kota yang memiliki tingkat kemandirian keuangan terendah adalah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2008 dengan nilai 4,52. Kabupaten atau kota yang memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggi adalah Kota Surabaya dengan nilai 50,18. Nilai kemandirian yang diperoleh oleh Kabupaten atau Kota adalah 16,9%. Berdasarkan Pola hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah menurut Halim (2001) untuk rentang nilai 0% hingga 25% termasuk ke dalam pola instruktif.

       Variabel dependen kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah upaya pajak. Nilai rata-rata upaya pajak adalah 0,35 dengan nilai minimum 0,07 dan nilai maksimum 0,94. Kabupaten atau kota yang memiliki upaya pajak terendah adalah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2008 yang hanya mampu mengumpulkan pajak daerah sebesar 0,07% dari total kapasitas pajaknya, sedangkan kabupaten/kota yang memiliki upaya pajak tertinggi adalah Kabupaten Sidoarjo yang mampu mengumpulkan pajak daerah sebesar 0,94% dari total kapasitas pajaknya. Nilai upaya pajak yang diperoleh oleh kabupaten/kota adalah 0,35% dari total kapasitas pajaknya. Menurut Adi (2008) upaya pajak suatu daerah dikatakan baik apabila hasilnya mendekati 1, hal ini berarti kabupaten atau kota belum cukup baik dalam mengumpulkan pajak daerahnya. 
       Nilai rata-rata variabel alokasi belanja modal pada model ketiga pada penelitian ini 18,5, nilai maksimum 36,5, dan nilai minimum 10,0. Kota Surabaya merupakan kota yang memiliki nilai alokasi belanja modal yang paling tinggi pada tahun 2009 dengan nilai 36,5. Nilai alokasi belanja modal yang paling rendah adalah Kabupaten Gresik pada tahun 2011 dengan nilai alokasi belanja modal 10,0. 
Tabel 3. Koefisien Determinasi untuk Variabel Dependen Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Upaya Pajak, dan Alokasi Belanja Modal
	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square

	1 (KKD)
	0.858a
	0.737
	0.727

	2 (TE)
	0.717a
	0.513
	0.496

	3 (ABM)
	0.064a
	0.004
	-0.032


Sumber: Output SPSS, diolah peneliti

       Hasil uji regresi untuk model 1 menunjukan nilai R Square sebesar 0,737 atau 73,7%. Hal ini menunjukan 73,7% tingkat kemandirian daerah dapat dijelaskan oleh variabel DAU. Sedangkan 26,3 % dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian. Hasil uji regresi untuk Model 2 menunjukan nilai R Square sebesar 0,513 atau 51,3%. Hal ini menunjukan 51,3% upaya pajak dapat dijelaskan oleh variabel DAU. Sedangkan 48,7% dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian. Hasil uji regresi untuk Model 3 menunjukan nilai R Square sebesar 0,004 atau 0,4%. Hal ini menunjukan 0,4% upaya pajak dapat dijelaskan oleh variabel DAU. Sedangkan 99,6% dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian, dengan kata lain DAU tidak memiliki pengaruh terhadap ABM.
Tabel 4. Uji F Variabel  Dependen Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Upaya Pajak, dan Alokasi Belanja Modal
	Variabel
	F
	Sig.
	Keterangan

	Kemandirian Keuangan Daerah
	78.414
	0.000
	Berpengaruh

	Tax Effort
	29.543
	0.000
	Berpengaruh

	Alokasi Belanja Modal
	0,114
	0,738
	Tidak Berpengaruh


Sumber: Output SPSS, diolah peneliti 

       Tabel 4. menunjukkan nilai F hitung untuk Kemandirian Keuangan Daerah  sebesar 78,414 dan upaya pajak sebesar 29.543. Nilai signifikansi kedua variabel sebesar 0,000 berada dibawah nilai signifikansi sebesar 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara simultan antara variabel independen dengan variabel dependen terdapat pengaruh signifikan. Sedangkan untuk model ketiga  DAU tidak berpengaruh terhdap alokasi belanja modal, karena nilai sinifikansi lebih dari 0,05, yang beraarti tidak berpengaruh. Oleh karena uji F menunjukkan hasil yang  signifikan, maka disarankan untuk melakukan uji t. 
Tabel 5. Hasil Uji  t untuk Variabel Dependen Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
	Variabel
	t
	Sig.
	Kesimpulan

	Kemandirian Keuangan Daerah
	-8.855
	0.000
	Berpengaruh

	Tax Effort
	-5.435
	0.000
	Berpengaruh

	Alokasi Belanja Modal
	-0.337
	0.738
	Tidak Berpengaruh


Sumber: Output SPSS (Diolah penulis)

       Tabel 5. menunjukkan nilai t yang diperoleh untuk KKD  sebesar -8,855 dan upaya pajak sebesar -5,435 dengan signifikansi pengujian sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 disimpulkan  variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen bahwa DAU berpengaruh terhadap KKD dan upaya pajak. DAU tidak berppengaruh terhadap alokasi belanja modal, ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,738 lebih besar dari 0.05. DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal menunjukkan bahwa daerah di Provinsi Jawa Timur yang tergabung dalam Satuan Wilayah Pembangunan 1 yaitu kabupaten Gresik, kabupaten Bangkalan, kabupaten Lamongan, kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya (Gerbang Kerta Susila) telah mampu membiayai invertasi modal dengan pendapatan asli daerah.
SIMPULAN

Kesimpulan
       Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten atau kota Wilayah Satuan Wilayah Pembangunan 1 Gerbang Kertasusila Jawa Timur. DAU yang bertambah atau meningkat maka akan mengurangi tingkat kemandirian daerah, dan sebaliknya. 
2. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif DAU terhadap upaya pajak. Kebijakan pemberian transfer diindikasikan tidak mendorong daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal, tetapi justru sebaliknya. 
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini menggambar bahwa daerah di Provinsi Jawa Timur yang tergabung dalam Satuan Wilayah Pembangunan 1 yaitu kabupaten Gresik, kabupaten Bangkalan, kabupaten Lamongan, kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya (Gerbang Kerta Susila) telah mampu mendanai investasi modalnya dari pendapatan asli daerah. DAU lebih banyak teralokasikan ke Belanja Rutin dalam  pos pembiayaan Gaji Pegawai Negeri Sipil.  
Saran

       Berdasarkan simpulan yang diajukan di atas, disarankan kepada para peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian pada daerah-daerah lain di Jawa Timur atau provinsi lain di seluruh Indonesia. Penelitian selanjutnya menggunakan variabel lain yang diduga dipengaruhi oleh DAU, seperti kebutuhan fiskal dan kapasitas, sehingga dapat menguji kehandalan dari penelitian ini.
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